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ABSTRAK  

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga 

secara sah yang disebut dengan suami istri. Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai pejabat 

fungsional diberikan kewenangan tidak terbatas pada ruang lingkup pidana tetapi juga dalam 

melakukan pembatalan perkawinan jika tidak memiliki izin sesuai ketentuan Undang-Undang 

Perkawinan. Metodologi penulisan dalam karya ilmiah ini adalah metode yuridis normatif dan 

library research. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika 

tidak memenuhi syarat-syarat berikut: pegawai pencatatan nikah dan wali yang menikahkan tidak 

memiliki hak atau tidak sah, masih terdapat status perkawinan yang sah atau dalam masa iddah 

saat perkawinan dilaksanakan, saksi kurang dari dua orang, dilakukan di bawah tekanan atau 

ancaman, dan belum cukup usia untuk melakukan perkawinan sesuai dengan undang-undang. 

Peran jaksa sebagai penegak hukum dan sesuai ketentuan perundang-undangan memiliki 

kewenangan dalam masalah keperdataan. Jaksa dapat mengajukan membatalkan perkawinan 

dengan bertindak sebagai pemohon tanpa diharuskan menggunakan surat kuasa khusus.  

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara; Perkawinan Tanpa Izin; Pembatalan Perkawinan. 

ABSTRACT 

Marriage is a relationship between a man and a woman within a household, legally recognized as 

husband and wife. The State Attorney (Jaksa Pengacara Negara or JPN), as a functional official, is 

granted unlimited authority not only in the criminal sphere but also in annulling marriages if they 

do not have permission according to the provisions of the Marriage Law. The writing methodology 

in this scientific work is the normative juridical method and library research. This research shows 

that marriage annulment can be done if the following conditions are not met: the marriage 

registrar and the person performing the marriage do not have the right or are not authorized, 

there is still a valid marriage status or the person is in the iddah period when the marriage is 

performed, there are fewer than two witnesses, the marriage was performed under pressure or 

threat, and the person is not of legal age to marry according to the law. The role of the prosecutor 

as a law enforcer and in accordance with statutory provisions gives them authority in civil matters. 

The prosecutor can file for annulment of the marriage by acting as the petitioner without being 

required to use a special power of attorney. 

Keywords: State Attorney; Marriage Without Permission; Marriage Annulment. 
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A. LATAR BELAKANG 

Manuisia diciptakan oleih Tuihannya uintuik hiduip beirsama dan 

beirdampingan seibagai makhluik sosial, meimiliki ikatan antara orang yang satui 

deingan orang yang lain. Seiorang laki-laki dan seiorang peireimpuian dapat hiduip 

beirsama dalam ikatan yang sah. Peirkawinan meiruipakan suinnatuillah yang 

meiruipakan salah satui ikatan yang diatuir oleih Tuihan uintuik hiduip beirsama-

sama. 1  Uinsuir teirpeinting yang haruis dipeinuihi, ataui syarat-syarat dan ruikuin 

peirkawinan yang tidak teirpisahkan dalam meilaku ikan peirkawinan seilain 

peirsiapan seicara lahir dan batin. 

Peirkawinan meiruipakan ikatan yang kaitannya sangat eirat deingan agama, 

hal ini kareina peirkawinan meiruipakan ikatan suici yang di dalamnya teirdapat 

kaidah-kaidah agama. 2  Peingeirtian peirnikahan ataui ziwaj seicara teirminologi 

diartikan seibagai beirkuimpuil ataui meindeikap meinjadi satui, seidangkan meinuiruit 

huikuim Islam peirkawinan diartikan seibagai peirjanjian ataui akad meingguinakan 

lafal peirnikahan ijab seirta qabuil yang meimiliki peimahaman dipeirkeinankannya 

dilakuikan suiatui huibuingan badan.3 Meiruijuik pada Pasal 1 UiUi Peirkawinan No. 1 

Tahuin 1974 dikatakan bahwa, “Ikatan lahir batin dari seiorang peireimpuian dan 

seiorang laki-laki yang beirtuijuian meimbeintuik ruimah tangga (keilu iarga) yang keikal 

seirta bahagia beirdasarkan prinsip keituihanan dinamakan deingan peirkawinan”. 

Adapuin peingeirtian nikah meinuiruit Kompilasi Huikuim Islam (KHI) yaitui ijab seirta 

qabuil yang kokoh uintuik taat atas peirintah-peirintah Allah SWT seihingga siapapuin 

yang meilakuikan peirnikahan artinya seiseiorang teirseibuit mampui meilaksanakan 

salah satui dari peirintah Allah SWT. 

 
1 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), 6. 
2 Novikawati, et al, “Legalisasi Hukum Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara 

Bulian”, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial 4, No. 1, (Desember 2022): 592. 
3 Muhamad Sidik, “Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan (Studi Penghayat Kepercayaan 

Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Jawa Barat”, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, (2019): 30. 
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Meinuiruit Ghozali, tuijuian dilakuikannya peirkawinan tidak hanya uintuik hiduip 

beirsama seibagai peirgauilan yang seimpuirna dalam meingatuir biduik ruimah 

tangga deingan meilibatkan rasa saling cinta meincintai dan rasa kasih sayang, 

keireina yang uitama dari peirnikahan adalah seibagai tali huibuingan yang amat kuiat 

dan kokoh uintuik meimpeireirat peirsauidaraan baik bagi keiluiarga istri dan keiluiarga 

seirta keirabat suiami. 4  Keiabsahan peirkawinan yang sangat eirat seikali 

huibuingannya deingan agama yang dianuit oleih seiseiorang. 5  Seisuiai deingan 

peingatuiran dalam pada Pasal 2 ayat (1) UiUi Peirkawinan No. 1 Tahuin 1974 yang 

meineigaskan bahwa “sahnya peirkawinan dilakuikan jika didasarkan pada huikuim 

dari agama seirta keipeircayaan masing-masing”. Dan dipeirteigas lagi pada Pasal 4 

KHI bahwa sahnya peirkawinan apabila dilakuikan beirdasarkan huikuim Islam dan 

seisuiai deingan UiUi Peirkawinan Pasal 2 ayat (1), seihingga teilah jeilas 

peingatuirannya bahwa bagi masyarakat muislim maka peirkawinan 

meimbeirlakuikan Pasal 4 KHI. Seihingga apabila dalam peirkawinan syarat-

syaratnya tidak teirpeinuihi maka dapat dilakuikan dan dimintakan peimbatalannya. 

Meinuiruit keiteintuian pada Pasal 38 UiUi Peirkawinan No. 1 Tahuin 1974 batal 

dan puituisnya peirkawinan dapat diseibabkan oleih beibeirapa hal seipeirti 

peirceiraian, puituisan peingadilan dan keimatian. Seidangkan meineilisik keiteintuian 

Pasal 70 KHI, peirkawinan dapat dimuingkinkan uintuik puitu is kareina batal deimi 

huikuim namuin konteiksnya teintui beirbeida deingan makna dari peimbatalan 

peirkawinan, kareina peimbatalan peirkawinan ataui batalnya peirkawinan 

dilakuikan kareina seibab teirdapat peilanggaran dari larangan peirkawinan, 

seidangkan larangan teirseibuit meinafsirkan keiruisakan ataui batalnya atas suiatui 

yang dilarang teirseibuit. Larangan teirseibuit seilain kareina tidak meimeinuihi ruikuin 

dan syarat sah, juiga dikareinakan peirbuiatan teirseibuit seicara agama diharamkan. 

 
4 Abdul Rahman Ghozali. Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 26 
5 Alex Kusmardani, et. All, “Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation”, 

Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2, No. 4, (2022): 523. 
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Peimbatalan peirkawinan seindiri meiruipakan keiadaan dimana peirkawinan 

yang teilah teirjadi dilakuikan tanpa teirpeinuihinya syarat-syarat yang teilah 

teirmaktuib dalam peiruindang-uindangan. Dapat puila teirjadi seicara kasuiistis 

dimana teirdapat orang keitiga yang meingganggui keiteintraman ruimah tangga 

orang lain dan tuiruit seirta dalam ruimah tangga lain, ataui dapat teirjadi kareina 

salah satui pihak tidak meirasakan keibahagiaan dari pasangannya.6 

Keiteintuian dari Pasal 25 UiUi Peirkawinan meineigaskan bahwa peimbatalan 

atas peirkawinan haruis diajuikan pada daeirah huikuim peingadilan teimpat 

peirkawinan teirseibuit dilaksanakan, ataui bisa puila di daeirah keidiaman suiami 

ataui istri. Dalam keiteintuian UiUi klauisuila dapat dibatalkan meinganduing makna 

bahwa peirkawinan teirseibuit bisa batal ataui bisa juiga tidak dibatalkan beirgantuing 

pu ila pada keiteintuian agama masang-masing. Seihingga dalam meineintuikan batal 

tidaknya suiatui peirkawinan peingadilan teitap meinguitamakan keiteintuian huikuim 

agama pasangan teirseibuit. 7  Jika huikuim agamanya meingatakan peirkawinan 

teirseibuit sah maka huikuim dan peingadilan tidak dapat meimbatalkannya. 

Beirbeida deingan huikuim agama, meinuiruit huikuim neigara peirkawinan yang tidak 

dicacat walauipuin meimeinuihi syarat peirkawinan, dianggap tidak sah oleih neigara 

dan tidak meindapat peirlinduingan huikuim bagi istri/suiami dan anak-anaknya 

teirseibuit.8 

Jaksa seibagai peijabat fuingsional meimpuinyai keiweinangan seibagai 

peinuintuit uimuim (ataui dikeinal deingan JPUi) dan peilaksana puituisan peingadilan 

dimana suidah meindapatkan keikuiatan huikuim teitap dan weiweinang lain 

beirdasarkan uindang-u indang (Pasal 1 ayat (1) Uindang-Uindang No. 11 Tahuin 

2021 teintang Peiruibahan atas Uindang-Uindang No. 16 Tahuin 2004 teintang 

 
6 Ekawati Lusia Evy, Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata, (Yogyakarta: Genta 

Press, 2017), 14. 
7 Achmad Yazid Sinulinga, et al. “Analisis Yurisprudensi Pembatalan Nikah Putusan 411K/AG/1998”, Jurnal 

Review Pendidikan dan Pengajaran, 7, No. 4, (2024): 14228-14235. 
8 Siti Nur Intihani, “Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia”, Jurisdictie, 6, No. 1, (2024): 87. 
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Keijaksaan Reipuiblik Indoneisia). Keiweinangan lain ini juiga teirmasuik dalam UiUi 

Peirkawinan teirkait peiran jaksa dalam peimbatalan peirkawinan yang teirmaktuib 

dalam Pasal 26 ayat (1) UiUi Peirkawinan No. 1 Tahuin 1974, meimbeirikan 

keiweinangan keipada JPUi uintuik meiminta peimbatalan peirkawinan. 9  Seilain 

peinuintuit uimuim, jaksa diseibuit juiga deingan Jaksa Peingacara Neigara (JPN) kareina 

dapat meiwakili instansi peimeirintah, badan/leimbaga neigara, BUiMN, seirta 

keipeintingan uimuim dalam peirkara peirdata dan tata uisaha neigara. 

Beberapa penelitian dan karya ilmiah terkait pembatalan perkawinan telah 

dilakukan seperti halnya yang dilakukan oleh Achmad Yazid Sinulingga, dkk 

(2024) yang menganalisis yurisprudensi pembatalan nikah pada putusan 

411K/AG/1998. Kemudian Atika Firdayanti, dkk (2024) yang menganlisis studi 

putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 988/PDT.G/2021/PA.MLG terkait 

pengajuan dan peran jaksa dalam Undang-Undang Perkawinan. Jessica Moza 

Azarine Hasuka dan Edith Ratna (2025) yang membahas tinjauan Yuridis tentang 

Pembatalan Perkawinan dan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Semarang 

Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.SMG. Selanjutnya ada Fasial Afda’u (2025) yang 

membahas pengaturan hukum dan alasan hukum permohonan pembatalan 

perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta 

mekanisme pelaksanaan pembatalan perkawinan. Selain itu ditemukan juga 

beberapa yang membahas pembatalan perkawinan dan pelaksanaannya di 

Indonesia secara umum. Dari berbagai penelitian tersebut, adapun penelitian ini 

lebih fokus pada Perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami yang telah 

memiliki istri yang sah tetapi tetap melangsungkan perkawinan dengan 

perempuan lain tanpa seizin istri. Selain itu, penelitian ini membahas terkait 

 
9 Jessica Moza Azarine Hasuka dan Edith Ratna, “Tinjauan Yuridis tentang Pembataan Perkawinan (Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G./2014/PA.SMG)”, JIPP (Jurnal Ilmiah Ilmu 

Pendidikan), 8, No. 5, (Mei 2025): 4591. 
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peran jaksa dalam pembatalan perkawinan khususnya perkawinan yang 

dilakukan tanpa izin. 

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ialah untuk mengkonkretisasi 

dan menganalisis terkait dengan pembatalan perkawinan terutama terkait 

pembatalan perkawinan yang dilakukan tanpa izin sebagaimana yang telah 

diatur dalam UU Perkawinan dan berbagai peraturan UU terkait lainnya. Selain 

itu penulis juga mengaitkan dengan peran Jaksa yang diberikan kewenangan 

atributif sebagai Pengacara Negara dalam melakukan permohonan pembatalan 

perkawinan. Manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan pandangan terkait 

pembatalan perkawinan tanpa izin dan sejauh mana peran Jaksa dalam 

mengajukan permohonan  pembatalan perkawinan khususnya yang dilakukan 

oleh seseorang yang telah terikat perkawinan yang sah secara hukum agama dan 

legal menurut peraturan UU di Indonesia. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Beirdasarkan uiraian di atas maka peinuilis teirtarik uintuik meilaku ikan 

peindalaman teirhadap peimbatalan peirkawinan tanpa izin dalam preisfeiktif UiUi 

Peirkawinan No. 1 Tahuin 1974, Peiratuiran Peimeirintah Teintang Peilaksanaan 

Uindang-Uindang Peirkawinan No. 9 tahuin 1975, dan Kompilasi Huikuim Islam (KHI) 

dan seijauih mana keiweinangan Jaksa Peingacara Neigara (JPN) teirhadap 

peimbatalan peirkawinan tanpa izin meingguinakan meitodei yuiridis normatif uintuik 

meingeitahuii bagaimanakah meikanismei peimbatalan peirkawinan tanpa izin 

dalam preisfeiktif UiUi Peirkawinan dan Kompilasi Huiku im Islam (KHI) dan 

bagaimana keiweinangan Jaksa Peingacara Neigara (JPN) dalam meilakuikan 

peimbatalan peirkawinan. 

C. METODE PENELITIAN 

Pada peineilitian ini, peinuilis meingguinakan meitodei yuiridis normatif dan 

library reiseiarch dimana peinuilis akan meinganalisa keiweinangan Jaksa Peingacara 
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Neigara (JPN) dalam meilakuikan peimbatalan peirkawinan teirhadap peirkawinan 

tanpa izin deingan meingguinakan keiteintuian dalam Peiratuiran Peimeirintah 

Teintang Peilaksanaan Uindang-Uindang Peirkawinan No. 9 tahuin 1975 dan UiUi 

Peirkawinan No. 1 Tahuin 1974. Adapuin hasil peineilitian akan diuiraikan seicara 

deiskriptif uintuik meimbeirikan gambaran yang leibih meindalam dan teirarah 

kareina deingan meitodei yuiruidis normativei dan library reiseiarch peinuilis akan 

meilihat huikuim seibagai norma yang beirlakui dalam masyarakat deingan 

peindeikatan data-data seikuindeir seipeirti buiku i, juirnal, dan suimbeir-suimbeir teirkait 

lainnya. 

D. PEMBAHASAN 

1. Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin Dalam Perspektif UU Perkawinan  

Dalam huikuim Islam fasakh leibih dikeinal seibagai istilah lain dari peimbatalan 

peirkawinan. Seidangkan dalam UiUi Peirkawinan istilah peimbatalan peirkawinan 

suidah tidak asing lagi. Peirkawinan dalam UiUi diklasifikasikan seibagai ikatan lahir 

antara pria dan wanita seibagai pasangan suiami istri beirdasarkan asas 

Keituihanan yang tuijuiannya adalah meimbeintuik ruimah tangga ataui keiluiarga yang 

keikal dan bahagia. Seidangkan meinuiruit Abduil Gani, peimuituisan peirkawinan 

dapat teirjadi jika teirdapat peirceiraian ataui keiluiarnya puituisan peingadilan, dan 

kareina keimatian dari salah satui pihak.10 Seilain itui seisuiai keiteintuian Pasal 71 dan 

72 KHI teirdapat beibeirapa seibab agar dapat dilakuikan peimbatalan peirkawinan, 

yaitui seibagai beirikuit: 

Pasal 71 KHI meinyatakan: 

(1) Tanpa adanya izin dari peingadilan agama dilakuikan poligami oleih seiorang 

suiami; 

(2) Pihak istri dalam peirkawinan teirseibu it masih teirikat peirkawinan dari laki-

laki lainnya yang mafquid; 

 
10 Abdul Gani Abdullah. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2014), 65. 
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(3) Pihak peireimpuian dalam peirkawinan masih pada statuis iddah su iami 

seibeilu imnya; 

(4) Dalam peirkawinan teirseibu it para pihak beiluim cuiku ip uisia seisuiai deingan 

keiteintuian peiruindang-uindangan; 

(5) Tidak adanya wali ataui walinya tidak beirhak meinikahkan dalam 

peirkawinan teirseibuit; 

(6) Teirdapat uinsuir paksaan keitika dilakuikan peirkawinan; 

(7) Peituigas peincatatan nikah tidak meimiliki hak uintuik meinikahkan; 

(8) Wali pada peirkawinan tidak sah ataui tidak meimiliki hak; 

(9) Kuirangnya saksi dalam peirkawinan; dan 

(10) Adanya salah sangka dalam diri baik istri atauipu in suiami. 

Pasal 72 KHI beirbuinyi: 

(1) Peimbatalan peirkawinan dapat diajuikan oleih suiami atauipuin istri jika 

peirkawinan yang dilakuikan dibawah peingancaman dan meilanggar atuiran 

huikuim. 

(2) Peimbatalan peirkawinan dapat diajuikan oleih suiami ataui istri jika pada saat 

teirjadinya peirkawinan teirdapat uinsuir peinipuian ataui salah sangka baik 

dari istri atauipuin suiami. 

(3) Dalam hal ancaman yang dilakuikan teilah seileisai ataui beirheinti, ataui yang 

salah sangka teirseibuit teilah sadar dalam kuiru in waktui 6 (einam) builan 

namuin masih hiduip beirsama seibagai suiami istri, maka hak uintuik 

meilakuikan peirmohonan peimbatalan peirkawinan teilah guiguir. 

Seilanjuitnya meinuiruit keiteintuian pada Pasal 73 KHI dijeilaskan teirkait pihak-

pihak yang dapat meingajuikan peirmohonan peimbatalan peirkawinan, yaitui 

seibagai beirikuit: 

(1) Anggota keiluiarga deingan garis keituiruinan luiruis suiami atauipuin istri  

(2) Istri atauipuin suiami; 
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(3) Beirdasarkan keiteintuian UiUi peijabat peingawas peilaksanaan peirkawinan 

beirhak meilakuikan peirmohonan peimbatalan peirkawinan. 

(4) Seisuiai deingan keiteintuian Pasal 67 KHI bahwa pihak-pihak yang 

meingeitahuii bahwa dalam peirkawinan teirseibuit teirdapat peilanggaran 

ataui cacat dalam ruikuin seirta syarat peirkawinan yang teirmaktuib dalam 

KHI. 

Seidangkan meinuiruit Abduil Rahman Ghozali (2018) beirdasarkan Pasal 70 

KHI batal dalam diklasifikasikan seibagai beirikuit:11 

(1) Peirkawinan dilakuikan oleih seiorang suiami yang tidak meimiliki hak 

dikareinakan teilah meimiliki 4 (eimpat) istri, meiskipu in salah satui istrinya 

teilah dalam keiadaan iddah talak raj’i. 

(2) Mantan istri yang teilah dili’annya lantas dinikahi keimbali. 

(3) Yang dinikahinya adalah istri yang teilah tiga kali dijatuihkan talak. 

Teirkeicuiali jika mantan istrinya teilah meinikah keimbali deingan laki-laki lain 

keimuidian beirceirai dan habis masa iddahnya.  

(4) Meinuiruit Pasal 8 UiUi No.1/1974 para pihak yang meilaku ikan peirkawinan 

meimiliki huibuingan darah, seimeinda, dan seipeirsuisuian. 

(5) Peireimpuian yang dinikahi meiruipakan sauidara seikanduing dari istri, bisa 

seibagai bibi atauipuin keimeinakan dari istri. 

Peimbatalan peirkawinan adalah peimbatalan huibu ingan peirkawinan seiteilah 

dilakuikannya akad nikah antara suiami dan istri. Peimbatalan peirkawinan 

meineigaskan bahwa ikatan peirkawinan yang dilaksanakan teirseibuit tidak sah 

meilaluii tindakan puitu isan peingadilan, seihingga meingakibatkan peirkawinan 

teirseibuit dianggap seiolah-olah tidak peirnah teirjadi dan tidak beirkeiduidu ikan 

seibagai suiami istri. 12  Peimbatalan atas peirkawinan meinuiruit Pasal 22 UiUi 

 
11 Abdul Rahman Ghozali, Op.Cit., 74. 
12 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, (Jakarta: Badan 

Penerbit FHUI, 2015), 70.   
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Peirkawinan No. 1 Tahuin 1974 meineigaskan bahwa “peimbatalan peirkawinan 

dapat dilaku ikan jika teirbuikti para pihaknya tidaklah teirpeinuihi syarat-syarat 

peirkawinannya seisuiai deingan peiratuiran dan KHI”. Beirdasarkan keiteintuian pasal 

ini dapat diteigaskan bahwa dalam suiatui peirkawinan seilain haruis meimeinuihi 

ruikuin wajib peirkawinan seipeirti calon suiami dan istri, teirdapat 2 (duia) orang 

saksi, wali nikah yang sah, ijab qabuil namuin haruis meimeinuihi syarat sah 

teirhadap ruikuinnya seibuiah peirkawinan. 

Meinuiruit R. Soeitojo Prawirohamidjojo, kata dapat dalam keiteintuian Pasal 22 

UiUi Peirkawinan tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang beirarti bahwa 

peirkawinan itui muila-muilanya adalah peirkawinan yang sah, namuin beiruibah 

meinjadi peirkawinan yang batal atas dasar puituisan peingadilan seibagai lawan 

batal deimi huikuim.13 

Beirdasarkan keiteintuian teirseibuit dapat disimpu ilkan bahwa peimbatalan 

peirkawinan dapat dilakuikan kareina beibeirapa hal yaitui, dalam meilangsuingkan 

peirkawinan syarat-syaratnya tidak teirpeinuihi oleih para pihak, pada para pihak 

atauipuin salah satui pihaknya masih teirikat dalam statuis peirkawinan yang sah 

ataui dalam masa iddah keitika meilakuikan peirkawinan teirseibuit, Peigawai 

peincatatan nikah tidak meimiliki hak uintuik meinikahkan, wali tidak meimiliki hak 

ataui tidak sah uintuik meinikahkan keiduianya, saksi dalam peirkawinan teirseibuit 

ku irang dari duia, adanya teikanan dan ancaman dalam meilakuikan peirkawinan, 

adanya peirsangkaan diantara para pihak dalam meilaku ikan peirkawinan, salah 

satui ataui keiduia beilah pihak yang meilakuikan peirkawinan uisianya beiluim cuikuip 

seisuiai deingan keiteintuian peiruindang-uindangan. 

2. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Terhadap Pembatalan 

Perkawinan Tanpa Izin 

 
13 Ibid, 
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Jaksa seibagai peijabat fuingsional dibeirikan keiweinangan seilakui peinuintuit 

uimuim seirta seilakui peilaksana puituisan peingadilan yang teilah beirkeiku iatan 

huikuim teitap dan dibeirikan keiweinangan lain yang meileikat pada dirinya 

seibagaimana atuiran peiruindang-uindangan yang teilah meimbeirikan keiweinangan 

teirseibuit. Keiweinangan yang dibeirikan keipada Jaksa ini diseibuit deingan 

keiweinangan atribuitif yang dipeiroleih dari peiratuiran peiruindang-uindangan, 

keiweinangan yang dimaksuid ini teirmaktuib dalam peiratuiran peiruindang-

uindangan yang beirlakui, seilain itui keiweinangan ini juiga diseibu it seibagai asas 

leigalitas.14  

Keiweinangan jaksa hanya dalam bidang huikuim pidana meiruipakan 

pandangan masyarakat awam yang keilirui,15 dikareinakan jaksa dalam tuigasnya 

ju iga dibeirikan keiweinangan baik dalam ranah huikuim peirdata dan juiga huikuim 

tata uisaha neigara. Hal ini seisuiai deingan keiteintuian Pasal 30 ayat (2) UiUi No. 16 

tahuin 2004 bahwa keijaksaan ataui jaksa meimiliki eiksisteinsi dalam bidang 

keipeirdataan, yaitui seibagai beirikuit: 

“Keijaksaan diddampingi suirat kuiasa khuisuisnya dapat beirtindak pada tata 

uisaha neigara dan keipeirdataan baik di dalam ataui diluiar lingkuip peingadilan deingan 

atas nama peimeirintah ataui neigara”. 

Seijalan deingan fuingsi Jaksa seibagai peimbeila keipeintingan neigara atas 

peilanggaran huikuim yang teirjadi dalam ranah peirdata, pidana, seirta tata uisaha 

neigara dan fuingsi Jaksa meimeilihara keiteirtiban dan keiteinteiraman uimuim, maka 

seipatuitnya keiweinangan teirseibu it dileikatkan pada Jaksa. 16 Teirang puila bahwa 

pandangan ini teirdapat pada keiteintuian Pasal 30 ayat (3) huiruif ei Uindang-Uindang 

Keijaksaan. 

 
14 Atika Firdayanti, Diyan Isnaeni dan Suratman, “Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Berdasarkan 

Kewenangan Atributif Dari Undang-Undang Perkawinan”, Dinamika, 30, No. 1, (2024): 9992. 
15 Muhammad Akbar Syawal, “Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis 

Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan”, PALAR (Pakuan Law Review), 08, No. 01, (2022): 50. 
16 Ibid, 52. 
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Atuiran huikuim beirtuijuian seibagai suiatui jaminan atas hak dan keiwajiban 

manuisia guina meimeinuihi keipeintingannya seindiri beigituipuin dalam 

huibuingannya antar manuisia. Dalam Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI), 

peineigakan huikuim meiruipakan proseis peineirapan standarisasi norma-norma 

huikuim seibagai peidoman beirpeirilakui dalam huibuingan-huibuingannya 

beirmasyarakat, beirbangsa dan juiga beirneigara. Seimeintara tuijuian huikuim 

meiruipakan sasaran uintuik meincapai keiteirtiban dan keiadilan. Keipastian huikuim 

dapat teirlaksana jika tuijuian huiku im teircapai. Sisteim huikuim dapat beirpeiran dan 

dijalankan deingan baik di dalam masyarakat manakala pilar peilaksananya 

dibeirikan keiweinangan di bidang peineigakan huikuim.17 

Dalam peirkara peimbatalan peirkawinan, tidak seimuia pihak beirhak 

meingajuikan peirmohonan peimbatalan. Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 

Pasal 23 dan Pasal 26 meingatuir meingeinai pihak-pihak yang beirweinang uintuik 

meingajuikan peimbatalan, seipeirti suiami, istri, keiluiarga, peijabat, ataui pihak keitiga 

yang beirkeipeintingan. Seipeirti apa yang suidah dijeilaskan pada peimbahasan 

seibeiluimnya. Adanya batasan atas suibjeik huikuim yang dapat meingajuikan 

peimbatalan ini dimaksuidkan uintuik meinjaga keiseiimbangan antara hak individui 

dan keipeintingan uimuim. 18  Tuijuiannya adalah meinciptakan keiadilan dan 

meimbeirikan keipastian statuis huikuim atas suiatui huibuingan peirkawinan yang 

tidak meimeinuihi syarat sahnya peirkawinan.19 

Konseip uintuik keipeintingan uimuim seipeirti yang ada dalam peinjeilasan Pasal 

35 huiruif c Uindang-uindang Keijaksaan, meiruipakan keipeintingan bangsa dan 

neigara dan ataui keipeintingan suiatui masyarakat luias. Konseip keipeintingan uimuim 

ini meiruipakan konseip yang tidak meimpuinyai batasan dan meinjadi seipeinuihnya 

 
17 Jonni Iswanto dan Ulya Atsani, “Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Selaku Pengacara Negara 

(Studi Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)”, Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, II, No. 1, (2021): 112. 
18  Pratiwi, D., Munawar, H. & Salim, A. “Penafsiran Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Berdasarkan 

Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal Lex et Societatis, 6, No. 2, (2023): 110-123.   
19 J. Saputra, Lestari, E. & Wahyuni, T. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan 

Agama: Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bjm”. Jurnal Justitia, 4, No. 2, (2023): 90-130. 
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keiweinangan Jaksa Aguing di dalam meimbeiri peinafsiran teirhadap keipeintingan 

uimuim. Keimuidian, weiweinang seipeinuihnya dari Jaksa Aguing dikareinakan suiatui 

peirkara dikeisampingkan oleih Jaksa Aguing, seibab hanya meiminta peindapat ataui 

saran.20 

Peijabat keijaksaan teirseibuit yang meimiliki keiweinangan deimikian dapat 

diseibuit seibagai Jaksa Aguing Muida Peirdata seirta Tata Uisaha Neigara ataui 

disingkat JAMDATUiN, yang meimiliki uinit keirja teirseindiri pada lingkuingan 

keijaksaan. Dalam hal ini tuigas seirta weiweinang dari JAMDATUiN seindiri meilipuiti 

peingajuian guigatan teirhadap peimbatalan peirkawinan jika peirkawinan teirseibuit 

syarat-syaratnya tidak teirpeinuihi oleih para pihak21, para pihak ataui salah satui 

pihak masih teirikat dalam statuis peirkawinan yang sah ataui dalam masa iddah 

keitika meilakuikan peirkawinan teirseibuit, Peigawai peincatatan nikah tidak meimiliki 

hak uintuik meinikahkan, wali yang meinikahkan tidak meimiliki hak ataui tidak sah, 

saksi dalam peirkawinan teirseibuit kuirang dari duia, peirkawinan dilaku ikan 

dibawah teikanan dan ancaman, peirkawinan dilakuikan dikareinakan ada 

peirsangkaan diantara para pihak, para pihak yang meilakuikan peirkawinan 

uisianya beilu im cuikuip seisuiai deingan keiteintuian peiruindang-uindangan.22  

Dapatlah dipahami bahwa jaksa se ibagai seiorang peimohon dalam 

peingajuian peimbatalan peirkawinan meimpu inyai keiduidu ikan yang dipeirsamakan 

deingan istri/su iami, keiluiarga yang seidarah dalam garis ke i atas, dan seibagai 

pihak yang beirweinang dalam me ingajuikan peimbatalan peirkawinan. Pandangan 

ini dikareinakan jaksa meimiliki keipeintingan huikuim seirta landasan atuiran yang 

meingatuir keiweinangannya dalam ranah peirdata, jaksa deingan inisiatif seindiri 

 
20 R.M Surachman dan Andi Hamzah. Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya. (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2015). 16. 
21 Susanti, D., Pramudito, T. & Kurniasari, E. “Perbandingan Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan 

Hukum Nasional di Indonesia”. Jurnal Al-‘Adalah, 7, No. 1, (2024): 60-73.   
22 Faisal Afda’u, “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No 16 Tahun 

2019 Tentang Perkawinan”, Malrev: Madani Legal Review, 9, No. 1, (Juni 2025): 46. 
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dalam peingajuian peirkara yang teilah ada, seilain dapat beirpeiran seibagai 

peingacara neigara, jaksa juiga meiruipakan pilar peineigakan huikuim di Indoneisia.23 

Jaksa bertanggung jawab atas penegakan hukum, penegakan hukum 

bertujuan memelihara ketertiban dan kepastian hukum agar tidak ada 

pelangaran yang terjadi di masyarakat. Seksi Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  

(DATUN) mempunyai  tugas untu .k melakukan  dan/atau pengendalian kegiatan 

penegakan hukum, pertimbangan hukum, bantuan hukum, dan pelayanan 

hukum serta tindakan hukum lain kepada pemerintah,  negara,  dan masyarakat 

pada perkara perdata dan tata usaha negara.24 

Kejaksaan di bidang perdata memiliki wewenang untuk melaksanakan apa 

yang ditetapkan oleh UU atau berdasarkan putusan pengadilan yang tetap dan 

mengikat. Untuk memenuhi tujuan hukum, seperti menjaga ketertiban dan 

stabilitas hukum, melindungi kepentingan nasional dan pemerintah, serta hak-

hak keperdataan masyarakat, 25  contohnya yaitu pembatalan perkawinan, 

pembubaran Perseroan Terbatas (PT), dan deklarasi pailit. 26  Sebagai Jaksa 

Pengacara Negara, selain bertindak sebagai pengacara pemerintah dalam 

urusan perdata dan tata usaha negara, juga memiliki tanggung jawab untuk 

membantu orang-orang yang mengalami masalah perdata.27 

Salah satu bentuk bantuan hukum dan fasilitas yang diberikan oleh 

kejaksaan kepada masyarakat adalah pelayanan hukum oleh jaksa. Hal Ini 

membuat masyarakat menjadi masyarakat yang peka terhadap hukum, beda 

halnya ddengan pertimbangan hukum yang terletak pada subjek yang akan 

 
23 Jonni Iswanto dan Ulya Atsani,  Op.Cit., 106. 
24  Denny Saputra, Kurniawan, Andi Surya Perdana, dan Hendrik Murbawan, “Peran Jaksa dalam Sistem 

Peradilan di Indonesia”, Halu Oleo Law Review, 6, Issue 2, (September 2022): 230. 
25 Defry Tirta Tulangow, Said Aneke R, Oliij Aneke Kereh, “Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia 

Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata”, Lex Crimen, X, No. 11, (Okt 2021): 139. 
26 Mukhtar, Adriansya., Ma’ruf Hafidz, “Muhammad Fachri Said. Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili 

Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Of Lex Generalis (JLS), 3, No. 4, (2022): 840 
27 I Komang Tri M.R.P, Komang Febrinayanti D., Dewa Bagus S., “Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara 

Dalam Membantu Masyarakat Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng””, Jurnal 

Ilmi Hukum Sui Generis, 5, No. 1, (Januari 2025): 8. 
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diberikan pelayanan karena secara garis besar untuk menjalankan fungsi 

"melindungi kepentingan masyarakat".28 Jaksa Pengacara Negara dibentuk untuk 

menempatkan orang-orang yang kemudian akan berkonsentrasi melakukan 

pekerjaan sebagai pengacara negara dengan keahlian khusus dalam hukum 

perdata dan tata usaha negara. Selain itu, divisi ini memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan fungsi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.29 

Ada beberapa mamfaat dengan adanya Jaksa sebagai pengacara negara, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan, JPN bertindak sebagai 

perwakilan Pemberi Kuasa.  

b. JPN adalah orang profesional yang siap bersaing dengan pengacara 

swasta. 

c. JPN tidak mengenal biaya advokat.  

d. Walaupun JPN mengetahui kemungkinan menang dalam kasus kecil, JPN 

tidak dapat menolak SKK.  

e. JPN tidak memiliki konflik kepentingan karena JPN tidak mewakili individu 

tertentu.  

f. Tupoksi di bidang DATUN dapat mencegah timbulnya masalah hukum, 

termasuk tindak pidana korupsi. 

Huikuim positif Indoneisia meineimpatkan peimbatalan peirkawinan seibagai 

beintuik koreiksi yuiridis atas peirnikahan yang tidak sah seijak awal, baik kareina 

meilanggar keiteintuian formil mauipuin mateiriil. Keijeilasan atuiran meingeinai 

peimbatalan ini peinting uintuik meilinduingi hak dan keidu iduikan huikuim para pihak 

dalam leimbaga peirkawinan. 30  Puituisan peimbatalan peirkawinan dikeiluiarkan 

 
28 Maria Alberta Liza Quintarti, et al. “Peran Jaksa dalam Hukum Perdata”, Jurnal Kolaboratif Sains, 7, No. 7, (Juli 
2024): 2314. 
29 Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, dan Muhammad Hasrul, “Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara 

Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara”, Jurnal Yustika, 21, No. 2, (Des 2018): 20. 
30 Faisal Afda’u, Op.Cit., 36 
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deingan tuiju ian agar peineigakan huikuim pada lingku ip peirkawinan teitap 

diteigakkan deingan teigas dan meingatasnamankan peimeirintah atauipuin neigara, 

uintuik meimeilihara dari keiteirtiban uimuim seirta teintuinya meinghindari adanya 

peilanggaran yang keimuidian meinjadi buidaya dalam masyarakat, seilain itui juiga 

agar teitap meimbeirikan keipastian huikuim dan keiadilan bagi siapapuin. Pada 

keiteintuian Pasal 40 PP No. 9 Tahuin 1975 meinyeibuitkan “jika seiorang suiami 

beirmaksuid uintuik meimiliki istri leibih dari satui maka ia diwajibkan uintuik 

meingajuikan peirmohonan seicara teirtuilis keipada Peingadilan.” Hal teirseibuit juiga 

diajuikan deingan peirseituijuian dari istri baik seicara teirtuilis atauipu in lisan di deipan 

sidang peingadilan seibagaimana teilah diatuir di dalam keiteintuian Pasal 41 huiruif 

b PP No. 9 Tahuin 1975. Keiteintuian keiduia pasal diatas meingisyaratkan bahwa 

haruis adanya izin dari istri sah teirhadap peirkwinan keidu ia yang akan dilakuikan 

oleih suiami seicara leigal dan teircatat oleih peigawai peincatat nikah. 

Keimuidian seisuiai deingan Pasal 45 PP No. 9 Tahuin 1975 diteigaskan bahwa 

jaksa meimiliki hak uintuik meilakuikan ataui meingajuikan guigatan peimbatalan 

peirkawinan, dan adanya sanksi dan deinda bagi pihak-pihak yang meilaku ikan 

peirkawinan dan peijabat peincatatan nikah yang meilakuikan peilanggaran 

teirhadap atuiran peirkawinan 31 . Sanksi dan deinda teirseibuit diatuir dalam 

keiteintuian Pasal 45 adalah seibagai beirikuit:  

(1) Teirkeicuiali jika peiratuiran peiruindang-uindangan meingatuir hal lainnya, maka: 

a. Seitiap orang yang meilakuikan peilanggaran teirhadap keiteintuian Pasal 3, 

Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 40 dalam PP ini, maka dapat dikeinakan deinda 

maksimuim Rp 7.500,00 

 
31 R. Simanjuntak. Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Nasional. (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2018), 15. 
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b. Peigawai peincatat nikah yang meilakuikan peilanggaran teirhadap keiteintuian 

pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 dapat dikeinakan maksimuim 3 

builan kuiruingan ataui maksimuim deinda Rp. 7.500,00. 

(2) Keiteintuian tindak pidana teirseibuit masuik kei dalam tindakan peilanggaran. 

Keiweinangan jaksa dalam meilakuikan peimbatalan peirkawinan dilakuikan 

seisuiai deingan keiteintuian pada Pasal 26 (1) UiUi Peirkawinan teintuinya tidak dapat 

dileipaskan dari keiteitapan  Pasal 45 PP No. 9 tahuin 1975 deingan kata lain, bahwa 

adanya keiweinangan dari jaksa teirseibuit tidak dapat dileipaskan dari peilanggaran 

huikuim peirkawinan yang teirjadi dan meimiliki sanksi pidana seihingga dalam hal 

ini jaksa meimiliki keiseimpatan uintuik dapat meimbuiktikan bahwa adanya 

peilanggaran dalam peirkawinan yang dilakuikan teirseibuit keipada majeilis hakim. 

Seilain itui teirdapat peimbatasan teirhadap alasan yang dapat dipeirguinakan oleih 

jaksa uintuik meingajuikan peimbatalan atas peirkawinan, yaitui jika peirkawinan 

teirseibuit dilakuikan di hadapan peijabat peincatat nikah yang tidak meimiliki 

keiweinangan, wali nikah yang tidak beirweinang dan tidak beirhak seirta jika 

peirkawinan teirseibuit dihadiri kuirang dari 2 (duia) orang saksi. Hal ini teintuinya 

seisuiai deingan klasifikasi peilanggaran yang diatuir dalam keiteintuian Pasal 3 ayat 

(1), Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 tahuin 1975. Peingeicuialian dapat dilakuikan seisuiai 

deingan keiteintuian Pasal 72 UiUi Peirkawinan yaitui: 

a. Peimbatalan peirkawinan dapat diajuikan oleih suiami atauipuin istri jika 

peirkawinan yang dilakuikan dibawah peingancaman dan meilanggar atuiran 

huikuim. 

b. Peimbatalan peirkawinan dapat diajuikan oleih suiami ataui istri jika pada saat 

teirjadinya peirkawinan teirdapat uinsuir peinipuian ataui salah sangka baik dari 

istri atauipuin suiami. 

c. Dalam hal ancaman yang dilakuikan teilah seileisai ataui beirheinti, ataui yang 

salah sangka teirseibuit teilah sadar dalam kuiruin waktui 6 builan namuin masih 
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hiduip beirsama seibagai suiami istri, maka hak uintuik meilakuikan peirmohonan 

peimbatalan peirkawinan teilah guiguir. 

Jika peirkawinan dilakuikan tidak meimeinuihi syarat-syarat yang seisuiai 

deingan Uindang-Uindang Peirkawinan maka peirkawinan itui bisa dibatalkan. Hal 

ini seibab peirkawinan adalah peirbuiatan huikuim, seihingga jika peikawinan itui 

dibatalkan maka akan meimiliki akibat huikuim. Batalnya suiatui peirkawinan 

dimuilai seisuidah keipu ituisan Peingadilan meimiliki keiku iatan huikuim teitap dan 

beirlakui seijak saat beirlangsuingnya peirkawinan. Peimbatalan peirkawinan 

meimpuinyai akibat huikuim teirhadap beirbagai pihak, yakni baik pihak yang 

meilaksanakan peirkawinan mauipuin pihak lain yang beirkaitan deingan adanya 

peirkawinan teirseibuit.32 Puituisan meinyatakan bahwa peimbatalan beirlakui seijak 

tanggal peirkawinan dan seigala akibat huikuim dari peirkawinan teirseibuit meinjadi 

tidak beirlakui. 

Puituisan peimbatalan peirkawinan oleih peingadilan tidak seirta-meirta 

meinghapuis seiluiruih akibat huikuim dari peirkawinan teirseibuit. Pasal 28 Uindang-

Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 meineigaskan peingeicuialiannya yaitui bahwa anak 

yang dilahirkan dari peirkawinan yang dibatalkan teitap meimiliki statuis sah. 

Peirlinduingan huikuim atas anak ini meinuinjuikkan bahwa sisteim huikuim Indoneisia 

meinguitamakan keipeintingan anak. Keipuituisan peimbatalan tidak akan 

meinghilangkan tangguing jawab orang tuia, teiruitama dalam hal peimeinuihan hak 

anak atas peingasuihan, peindidikan, dan peimeiliharaan.33 

Peimbatalan peirkawinan meimiliki fu ingsi sosial yang peinting dalam 

meinceigah peinyalahguinaan instituisi peirkawinan uintuik keipeintingan pribadi ataui 

tuijuian meilanggar huiku im. Keiteintuian dalam Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 

1974 juincto Uindang-Uindang Nomor 16 Tahuin 2019 meinciptakan sisteim huikuim 

 
32  Ahmad Supandi Patampari, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”, Al-

Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2, No. 2, (2020), 86-98, hlm. 89 
33 Faisal Afda’u, Op.Cit., 32. 
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yang meimuingkinkan peingadilan meinilai validitas peirkawinan seicara objeiktif. 

Peinilaian ini meimbeirikan leigitimasi huikuim bagi masyarakat uintuik meimatuihi 

keiteintuian-keiteintuian huikuim yang beirlakui. Jika tidak meimeinuihi peirsyaratan, 

maka neigara meilaluii peingadilan dapat meinyatakan batal deimi huikuim uintuik 

meinjaga keiteirtiban sosial.34 

Dapatlah kita pahami bahwa Jaksa Peingacara Neigeira (JPN) meimiliki 

keiweinangan yang tidak teirbatas yaitui tidak hanya dalam ruiang lingkuip pidana, 

teitapi juiga peirdata dan tata uisaha neigara. JPN juiga dibeiri keiweinangan dalam 

meingajuikan guigatan peimbatalan peirkawinan beirdasarkan UiUi Peirkawinan No. 

1 Tahuin 1974 jo. PP Teintang Peilaksanaan Uindang-Uindang Peirkawinan No. 9 

tahuin 1975 dan teintuinya adanya keiweinangan atribuitirf yang dibeirikan keipada 

jaksa beirdasarkan UiUi Keijaksaan No. 16 Tahuin 2004. Seiorang suiami yang 

meilakuikan peirkawinan uintuik keiduia dan seiteiruisnya yang dilakuikan tanpa izin 

dari istri peirtama meiruipakan beintuik peilanggaran huikuim dalam peirkawinan. 

Adanya peirkawinan keiduia yang dilakuikan tanpa izin ini dapatlah diajuikan 

gu igatan kei deipan sidang peingadilan oleih JPN seipeirti yang diatuir dalam UiUi 

Peirkawinan. Seilain itui juiga peirkawinan yang dilakuikan tanpa adnaya peincatatan 

peirnikahan adalah tidak sah dan tidak meimbeirikan peirlinduingan huikuim baik 

teirhadap istri keiduia dan anaknya dikeimuidian hari. 

E. KESIMPULAN 

Peimbatalan peirkawinan dilaku ikan kareina beibeirapa hal yang pada saat 

melangsungkan perkawinan, syarat-syarat untuk sahnya perkawinan tidak 

teirpeinuihi oleih para pihak, baik karena masih terikat dalam perkawinan yang 

sah, perempuan masih dalam masa iddah, pegawai pencatatan nikah tidak 

berhak menikahkan, wali tidak berhak dan tidak sah, saksi kurang dari dua orang,  

 
34 Sudrajat, B., Yunita, S. & Mustofa, H. “Rekonstruksi Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Sistem Hukum 

Nasional”. Jurnal Reformasi Hukum, 7, No. 4, (2024): 412-425. 
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dilakukan dibawah tekanan dan ancaman serta dilakukan oleh orang yang belum 

cukup umur seisuiai deingan keiteintu ian peiru indang-uindangan. Beirdasarkan UiUi 

No. 1 Tahu in 1974 Pasal 23 sampai 27 bahwa Jaksa me imiliki keiweinangan dalam 

meilaku ikan peimbatalan peirkawinan yang dilakukan tanpa seizin istri sah dan 

jaksa beirtindak seibagai peimohon, hal ini dikare inakan peirkara peirkawinan 

masu ik keidalam ranah keipeirdataan. Dalam we iweinangnya meilaku ikan 

peimbatalan peirkawinan, jaksa tidak diharu iskan u intu ik meinyeirtai su irat kuiasa 

khu isuis, kareina jabatan jaksa diku ialifikasikan seibagai peineigak hu ikuim dan 

seisuiai keiteintu ian peiruindang-uindangan. 
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